
 
 

 
 

ANALISIS PASAL 99 KOMPILASI HUKUM ISLAM 

MENGENAI HAK PENASABAN PUTUSAN  

MK No. 46/PUU-VIII/2010 

 

SKRIPSI 
 

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  

Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

 

 
 

 

 

Oleh : 

 

NUR AMANAH 

11920123295 

 

 

 

 

PROGRAM S1 

PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL Al-SYAKHSIYAH) 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

1446 H/2024 M 







 



 
 

i 

 

ABSTRAK 

Nur Amanah, (2024):  Analisis Pasal 99 kompilasi Hukum Islam Mengenai 

Hak Penasaban Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 

 

 Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan revolusioner dalam 

putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan 

yang menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga 

mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perubahan Pasal 43 ayat (1) 

berimplikasi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum baru tersebut, 

menarik jika dikaji menggunakan konsep maqâṣid asy-syarî‟ah, yaitu tujuan 

pensyari‟atan suatu hukum. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library 

research), dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, sifat penelitian 

preskriptif, dan memperoleh sumber data secara primer dan sekunder. Adapun 

pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis, kemudian dianalisis dengan 

metode induktif. 

 Setelah membahas secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak melanggar ketentuan hukum Islam 

dan sejalan dengan prinsip-prinsip maqâṣid asy-syarî‟ah terutama prinsip ḥifẓ an-

nasl dan ḥifẓ an-nafs. Implikasi dari putusan tersebut, anak di luar perkawinan 

mendapat hak sama dengan anak sah yaitu hak bernasab kepada ayah biologisnya, 

mendapatkan nafkah, waris dan persamaan di hadapan hukum. 

 

Kata kunci: Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Syari‟at perkawinan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan Allah 

demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia 

dalam menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan teratur 

mengembangbiakkan keturunan yang sah, di samping mewujudkan suasana 

rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Sebagaimana yang terkandung 

dalam firman Allah. 

                        

                   
1 

Anak merupakan salah satu hal yang selalu dinantikan, karna kelak 

seorang anak akan menjadi penerus dari orang tuanya. Penetapan asal-usul anak 

memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui 

hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap 

anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi 

ayahnya.
2
 Menurut hukum perkawinan di Indonesia, hubungan keperdataan anak 

dengan ayahnya hanya bisa terjadi bila anak tersebut adalah anak yang sah, yaitu 

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. 

 

                                                             
1
 Ar-Rûm (30): 21. 

2
 Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 

2006), hlm. 276. 
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Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, agar seorang anak mendapat 

status hukum yang sempurna, maka orang tuanya harus melakukan perkawinan 

yang sah di depan hukum negara dan sah secara agama. Hal itu dijelaskan dalam 

pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaanya itu. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) 

ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3
 Mengenai 

pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan, bahwa 

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
4
 

Undang-Undang Perkawinan Indonesia juga telah mengatur tentang status 

anak yang sah dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan anak 

yang sah adalah: 

Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 

Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri 

tersebut. 

Mengenai penetapan status anak di luar perkawinan dimuat dalam 

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” 

Menurut Hukum Islam, nasab anak terhadap bapaknya dapat terjadi karena 

tiga hal, yaitu: perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid, atau bahkan karena 

                                                             
3
 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1. 

4
 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2). 
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ketidaktahuan seorang suami akan kerusakan akadnya.
5
 Hal ini sejalan dengan 

sabda nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis: 

6عن أبي هريره ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال الولد للفرش والعاهرالحجر  
Maksud dari hadis di atas adalah penegasan mengenai nasab anak yang 

lahir dalam perkawinan yang sah atau fasid, dapat ditetapkan dan dihubungkan 

kepada ayah kandungnya. Akan tetapi, ketetapan ini tidak berlaku bagi pezina 

sebab nasab adalah karunia dari Allah. 

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin 

kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah tentang status 

anak dalam perkawinan pun terus berkembang. Salah satunya adalah masalah 

status anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil dari pengujian Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Repubik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias 

Machica Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan. 

Pihak Machica Mochtar menganggap bahwa mengalami dan merasakan 

hak konstitusionalnya dirugikan dengan Undang-Undang Perkawinan terutama 

berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2)
7
 dan Pasal 43 ayat (1).

8
 Pasal ini justru 

menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak 

                                                             
5
 Sa‟id Abu Jaib, Mausu‟at al-Ijma‟ fil al-Fiqh al-Islamî, (Qatar: Idârah ihya al-Turas al 

Islamî. tt.p), hlm. 117. 
6
 Abi Abdillah Ismail Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Ṣaḥiḥ al-Bukhari, kitab Farâid, 

bab: Al waladu lil Firâsyi ḥurratan kânat au ammatan, hadis no 6749, (Beirut: Dar Ibn kaṡir, 2002), 

hlm. 1672. 
7
 Pasal ini berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang 

berlaku.” 
8
 Pasal ini berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” 
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Machica Mochtar berkaitan dengan status perkawinan (sirri) dan status hukum 

anaknya yang dihasilkan dari perkawinan.
9
 

Putusan ini menjadi kontroversional karena dapat dipahami adanya 

hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah 

dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Akibat hukum yang dapat timbul dari putusan tersebut menjadi sangat 

luas, sehingga dapat berdampak positif dan negatif. Di satu sisi, hak anak di luar 

perkawinan dapat dipenuhi, jika seorang laki-laki terbukti secara ilmu 

pengetahuan mutakhir ternyata memiliki anak di suatu tempat bisa dituntut 

tanggung jawabnya.
10

 Akan tetapi mengenai nasab, hak perwalian, hak kewarisan 

dalam lingkup hukum keluarga Islam memperoleh akses negatif jika pengertian 

“anak di luar perkawinan” dimaknai sebagai anak yang dilahirkan akibat 

perzinaan, perselingkuhan dan samen leven. 

Putusan tersebut menarik jika dikaji dengan konsep maqâṣid asy-syarî‟ah 

yang berarti tujuan pensyari‟atan hukum dalam Islam, karna yang menjadi tema 

pembahasannya adalah mengenal ḥikmah dan „illat dari ditetapkannya suatu 

hukum.
11

 Dapat ditegaskan, bahwa pada dasarnya hukum tidak dikemas dalam 

format yang baku dan terbatas, akan tetapi memberikan ruang yang cukup untuk 

berbagai perubahan, perkembangan dan pembaharuan dalam rangka realisasi 

maqâṣid asy-syarî‟ah.
12

 

                                                             
9
 Risalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jumat 17 Februari 2012. 

10
 Ibid., hlm. 208 

11
 Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Gazali, Al-Mustasyfâ, t.t., hlm. 254. 

12
 M. Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer. cet. ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2007), hlm. 120. 
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Upaya pengembangan pemikir hukum Islam terutama dalam memberikan 

pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai hukum kontemporer sangat 

diperlukan, guna mengetahui tujuan pensyari‟atan hukum dalam Islam. Selain itu, 

tujuan hukum perlu untuk diketahui dalam mengenal pasti apakah suatu ketentuan 

hukum masih dapat diterapkan terhadap kasus yang lain atau karena adanya 

perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat dipertahankan. Dengan 

demikian dapat dikatakan, bahwa maqâṣid asy-syarî‟ah menjadi kunci dan tulang 

punggung mengetahui tujuan pensyari‟atan hukum. Maqâṣid asy-syarî‟ah juga 

dapat menjadi ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum.
13

 

 

B. Batasan Masalah 

Mengingat bahwa luasnya jangkauan mengenai hal ini dan juga 

keterbatasan waktu, pengetahuan serta pengalaman, maka perlu dilakukan 

pembatasan ruang lingkup mengenai pembahasan penelitian agar analisis ini tidak 

menyimpang atau bahkan melebar dari permasalahan, maka  penulis bertujuan 

untuk menulis hak nasab anak zina. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di uraikan oleh penulis. 

Penulis dapat menyimpulkan berbagai masalah yang saya teliti dari latar belakang 

tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Apa hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010? 

                                                             
13

 Al-Izzuddin „abdul „Aziz bin Abd Salam, Qawâ‟id al-Aḥkam fî Maṣalih al-Anam, 

Vol.2 (Beirut: al-Kullîyyat al-Azharîyyah, 1986), hlm. 143. 
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2. Implikasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak nasab anak 

zina? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulis adalah : 

a. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui penerapan putusan mk nomor 

46/PUU-VIII/2010 

b. Untuk mengetahui penasaban anak zina menurut putusan mk nomor 

46/PUU-VIII/2010 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Penelitian dan 

mendapatkan gelar SH Sarjana Hukum. Pada Program Studi Hukum 

Keluarga. 

b. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ataupun 

bahan diskusi yang dapat menambah wacana dan wawasan mahasiswa 

dalam ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Keluarga (akademis). 

c. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum Islam 

Khususnya dalam konteks hak penasaban anak zina berdasarkan 

putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa: 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan 

melakukannya merupakan ibadah. Istilah perkawinan adalah merupakan 

istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah 

dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi 

manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “nikaahun” 

yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha, yang 

sinonim dengan tazawwaja. Jadi kata nikah berarti “adh-dhammu 

wattadaakhul” artinya bertindih dan memasukkan, (Rahmat Hakim, 2000 : 

11) sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “adh-

dhmmu wal-jam‟u” artinya bertindih dan berkumpul. Jadi perkawinan 

(nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan 

manusia, merupkan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah 

antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai 

suami istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, 

melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga 

ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak 

hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih 
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luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa 

penting dalam kehidupan manusia, merupkan suatu lembaga resmi yang 

mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita 

untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab perkawinan bertujuan 

untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan 

tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya 

perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria 

dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

2.  Dasar Hukum 

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai fondasi utama dalam 

pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan dengan tujuan 

mencapai kebaikan dalam kehidupan sesuai dengan syariat, sehingga dapat 

dianggap sebagai tindakan untuk mencapai ketenangan dan kedamaian. 

Dasar hukum perkawinan dalam Islam dapat ditemukan dalam rangkaian 

ayat-ayat al-Quran dan hadis sebagai berikut: 
14

 

a. Al-qur‟an 

Dasar hukum perkawinan termuat dalam Al- Qur‟an surah. az-Zariyat 

51: (49) yang berbunyi 

                                                             
14

 Nabiela Naily, et.al., Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jawa Timur: Prenadamedia 

Group, 2019), Cet. Ke-1, h.7. 



9 

 

 
 

                    

Artinya:   Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar 

kamu mengingat (kebesaran Allah).
15

 

Surah an-Nisa 4: (1), yang berbunyi: 

                              

                                 

         

Artinya:  Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia 

menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya 

Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan 

yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan 

nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) 

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasimu.
16

 

 

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan 

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan 

ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan 

di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya 

perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang 

menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan 

terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: 

“tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. 

                                                             
15

 Q.S. Az Zariyat (27) : 49. 
16

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Q.S an- Nisa: 1. 
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Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang 

hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan 

perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan 

untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Pasal 2 ayat (1) 

ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya 

mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-undang 

Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping 

harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang 

disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya. 

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila 

memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan.  

Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari 

perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan 

tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah 

sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat 

dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka 

akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun 

perkawinan yaitu: 
17

 

a.  Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon 

mempelai pria dan wanita 

                                                             
17

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UndangUndang Perkawinan, Liberty, 

Yogyakarta, 1982, Hal. 30. 
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b.  Wali dari calon mempelai wanita 

c.  Dua orang saksi 

d.  Aqad nikah 

4. Tujuan Perkawinan     

Menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah 

dalam masyarakat,   dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan 

teratur.  Jadi  tujuan  perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  untuk 

menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah 

maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan 

teratur. 
18

Tujuan   perkawinan   adalah untuk menegakkan agama Allah, 

dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah.  Wahyu Tuhan 

menyatakan  'kawinilah  wanita-wanita  yang  Anda senangi'. Dan di 

antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia  menciptakan  untukmu isteri-

isteri  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram   

kepadanya, dan dijadikan-Nya   diantaramu   rasa   kasih sayang,  begitu  

pula  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  mendapatkan keturunan  yang  

sah:  Nabi  Muhammad  SAW  menyatakan  Kawinlah dengan  orang  

yang  dicintai  dan  yang  berkembang  (berketurunan). Agar  keturunan  

itu  sah  maka  perkawinan  harus  dilaksanakan  secara sah. 
19

 

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan 

dan atau  pelacuran,  sebagaimana  Nabi  berseru  kepada generasi  muda.  

Berdasarkan jama'ah ahli hadis, “Hai para pemuda, jika di antara kamu 

                                                             
18

 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia   Menurut:  Perundangan, Hukum 

Adat, Hukum Agama, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, hlm. 21. 
19

 Hilman Hadikusuma, Loc.Cit, hlm. 23 
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mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena 

sesungguhnya   perkawinan itu memejamkan mata terhadap  orang  yang  

tidak  halal  dipandang,  dan  akan  memeliharanya dari godaan syahwat. 

Jika tidak mampu untuk kawin   hendaklah berpuasa, karena dengan  puasa 

hawa nafsu  terhadap wanita akan berkurang”. Selanjutnya  Nabi berkata 

pula “barangsiapa  kawin dengan seorang wanita karena agamanya, 

niscaya Allah akan memberi karunia dengan harta”, dan “kawinilah 

mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam 

lebih baik asalkan ia beragama”. 
20

 

 

B. Pengetian dan Dasar Hukum Nasab 

Kata nasab merupakan derivasi dari kata nasaba (Bahasa Arab) diartikan 

hubungan pertalian keluarga. 
21

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara 

signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak Bapak) atau 

Pertalian keluarga. 
22

 

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan 

keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, 

kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-

lain). 
23

 

                                                             
20

 Hilman Hadikusuma, Loc.Cit 
21

 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Penafsiran Al-Qur‟an, 2001, hal. 64. 
22

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1,5. 
23

 Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: 

Kencana, 2008, hal. 175. 
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Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab 

diantara adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran 

yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan 

darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya 

seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari 

kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-

orang yang satu pertalian darah. 
24

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab 

merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik 

jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata 

nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu 

hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki. 
25

 

1. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab 

Nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan oleh kelahiran, baik 

secara syara‟ maupun hukum perundang-undangan di Indonesia. 

Sedangkan penisbatan anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

a. Pernikahan yang sah 

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang wanita 

dengan jalan pernikahan yang sah nasabnya dikembalikan kepada 

suami wanita tersebut. Sebagaimana hadist: 

                                                             
24

 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu, Juz. 10, hal. 7247. 
25

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Cet. 

4, hal. 385. 
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دددددس زبددددنس  َْالسدددددٍ عَددددنب ىَبددددقَ زبددددنس سَددددعسيد  عَددددنب  حَ ن َدَيََا  َدَيََا ىَبددددقَ زبددددنح قدََ عَدددداَ حَدددددن حَدددددن
دَدددارسقس عَددددنب عَلباََ دددداَ زبددددنس وَقنددددا   عَددددنب عحَ ددددرَ زبددددنس ا بَ نددددا س  يمَ زبددددنس الحب ددددَ   إسزدبددددراَهس رَضس

ددددرس    بْ دَدددا  س ْ صَددددلنم اللنددددهح عَلَيبددددهس وَسَددددلنمَ البعََ ددددلح زساليَد يندددداس وَإس ن اللنددددهح عَيَبددددهح قدَدددالَ قدَدددالَ اليَنددددسَ
ددددددولسهس  رلَحددددددهح إستَ اللنددددددهس وَرَسح ددددددولسهس تَ سجب رلَحددددددهح إستَ اللنددددددهس وَرَسح بِ هسجب ددددددا  دَددددددوَن تََ ددددددنب َ ا دَددددد َْ

ددددددرأََ   صَددددددلنم اللنددددددهح عَلَيبددددددهس وَسَددددددلن  بْ ددددددي دحَ ا أَوب ا حَ دبيدَدددددا يح س رلَحددددددهح إستَ  بِ هسجب ددددددنب َ ا دَددددد مَ وََْ
َْا هَاجَرَ إسليَبهس  رلَحهح إستَ   يدَيَبكسححَ ا تَ سجب

“Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Qaza'ah] Telah 

menceritakan kepada kami [Malik] dari [Yahya bin Sa'id] dari 

[Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits] dari ['Alqamah bin Waqash] 

dari [Umar bin Al Khaththab] radliallahu 'anhu ia berkata; Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya setiap amal itu 

tergantung pada niatnya. Dan bagi seseorang adalah apa yang ia 

niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, 

maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang 

hijrahnya lantaran dunia yang hendak ia kejar atau wanita yang ingin 

dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah sekedar kepada apa yang ia 

inginkan." 
26

 

 

Teks hadis tesebut memiliki beberapa makna qiyas yang dapat 

dipahami bahwa penisbatan seorang anak kepada ayahnya terjadi 

setelah 'tidur' satu ranjang, dan itu tidak terjadi kecuali setelah 

keduanya melakukan hubungan intim/persetubuhan dalam bingkai 

pernikahan yang sah atau fasid. Pendapat ini diambil dari pendapat 

mayoritas ulama, namun menurut Imam Abu Hanifah bahwa penetapan 

anak cukup dengan akad nikah. Akan tetapi pendapat ini dibantah 

dengan menetapkan syarat harus ada kemungkinan terjadinya hubungan 

badan.
27

 

                                                             
26

 Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari Hadits 1912, Beirut: Dar al-Kutub 

alIlmiyyah, t.th, Juz. 7 
27

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid., Damaskus: Dar al-Fikr, t.th., Juz. II, hal. 352. 
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Pada dasarnya, proses kehamilan dan kelahiran anak hanya 

dapat terjadi apabila sperma suami bertemu dengan ovum istri, atau 

dalam istilah fikih disebut dengan „uluq. Inilah penyebab hakiki 

hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut 

tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena 

hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta 

dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat 

dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab 

hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata 

yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, di kalangan ulama 

Ushul Fikih disebut maẓinnah. Dalam hubungan nasab tersebut di atas 

yang dapat dijadikan maẓinnahnya adalah akad nikah yang sah, yang 

telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak 

tersebut. Selanjutnya, akad nikah menjadi penentu adanya hubungan 

kerabat tersebut.
28

  

Penentuan nasab tersebut harus berdasarkan pada syarat-syarat 

di bawah ini:  

1) Suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili 

istri (baligh), menurut Malikiyah dan Syafi‟iyyah, dan murāḥiq 

(dewasa) menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiyyah, 

murāḥiq itu usia 12 tahun, menurut Hanabilah yang berusia sepuluh 

tahun. Karena itu, nasab tidak bisa terjadi dari anak kecil yang 

                                                             
28

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 176. 
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belum baligh, meskipun istri melahirkan lewat masa kehamilan 

lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut 

Malikiyyah, nasab juga tidak bisa terjadi dari orang yang majbub 

mamsuh. 
29

 Hukum orang yang seperti itu dikembalikan pada 

keputusan dokter spesialis. Apabila dokter mengatakan masih bisa 

melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun 

jika tidak maka nasab tidak diikutkan kepadanya. Sedangkan 

menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, nasab anak dapat diberikan dari 

orang majbub khaṣy 
30

. Jadi nasab tidak bisa terjadi dari orang yang 

mamsuh maqṭu‟. 
31

  

2) Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan, menurut ulama 

Hanafiyyah, juga ada kemungkinan waṭi, menurut Jumhur. Anak 

yang lahir kurang dari 6 bulan dari akad, ulama sepakat tidak dapat 

dinasaban kepada ayahnya. 
32

 

3) Suami istri bertemu setelah akad nikah. Hal ini merupakan syarat 

yang disepakati ulama. Namun mereka berbeda pendapat dalam 

mengartikan „bertemu‟ tersebut, apakah pertemuan itu bersifat 

aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafiyah menyatakan yang 

menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut 

logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada 

                                                             
29

 Majbub mamsuh adalah orang yang alat kelaminnya dan dua buah pelirnya putus.  
30

 Majbub khaṣy adalah orang yang dibuang kedua buah pelirnya 
31

 Mamsuh maqṭu‟ adalah orang yang zakarnya dipotong dan dua buah pelirnya 

diambil/dibuang. 
32

 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu, Juz. 10, hal. 7257. Lihat juga 

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, hal 383. 
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pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 

6 bulan dari akad, dinasabkan kepada suaminya. Berbeda dengan 

Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Ḥanabilah yang menolak pendapat di 

atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkinnya pertemuan secara 

nyata atau tampak „dan secara adat serta terjadi senggama." 

Alasannya karena pertemuan secara 'aqli sangat jarang terjadi, 

sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, 

tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka terjadi 

atau secara adat tidak mungkin terjadi. Artinya, jika tidak mungkin 

ada pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila istri 

melahirkan anak, maka nasab anaknya tidak dinisbtkan kepada 

suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah 

syariah dan akal. 
33

 

Pernikahan yang fasid Perkawinan fasid menurut Hanafiyah adalah 

perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun, baik 

keseluruhan maupun sebagian. 
34

 

Penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama 

dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Terdapat tiga syarat dalam 

penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut
35

, yaitu:  

a. Suami dianggap mampu menghamili istri karena sudah baligh menurut 

Malikiyah dan Syafi‟iyyah. Atau sudah baligh dan murāḥiq menurut 

Hanafiyah dan Hanabilah. Serta tidak mempunyai penyakit yang dapat 

                                                             
33

 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu, Juz. 10, hal. 7257. 
34

 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu, Juz. 9, hal. 6602 
35

 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu, Juz. 10, hal. 7262. 
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menyebabkan istrinya tidak bisa hamil (mandul/kelainan alat 

reproduksi).
36

 

b. Benar-benar melakukan senggama atau benar-benar berkhalwat 

dengannya menurut Malikiyah, atau benar-benar dukhul menurut 

Hanafiyah,  

c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi 

dukhul dan khalwah (menurut jumhur ulama) dan sejak dukhul 

(menurut Mażhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum 

enam bulan setelah dukhul atau khalwat, maka anak itu tidak bisa 

dinasabkan kepada suami. Apabila anak lahir setelah pasangan suami 

istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa 

maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada 

suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal 

kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. 

Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah li'an 
37

 

menurut Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut 

Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meskipun 

dengan sumpah li'an, karena menurut mereka sumpah li'an tidak sah 

hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi 

adalah pernikahan fasid.  

Waṭi Syubhat Waṭi syubhat adalah hubungan senggama selain zina, 

namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid. 

                                                             
36

 Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak …, hal. 183. 
37
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Contohnya seperti lelaki yang menyetubuhi seorang wanita yang 

diharamkan atasnya, tetapi dia tidak mengetahui hukum haram itu. 
38

 Bila 

wanita melahirkan setelah 6 bulan atau lebih, maka anak itu dinasabkan 

kepada laki-laki yang waṭi, tetapi jika lahir kurang dari 6 bulan, maka anak 

itu tidak dapat d`inasabkan kepada yang menyetubuhi.  

Ketidaktahuan atau syubhat dalam pembahasan ini dibagi menjadi 

pada dua macam, yaitu:  

a. Syubhat akad yang disertai persetubuhan adalah akad yang dilakukan 

oleh seorang lelaki atau seorang wanita, kemudian diketahui bahwa 

ternyata akad tersebut tidak sah oleh karena suatu sebab.  

b. Syubhat persetubuhan tanpa akad adalah persetubuhan yang dilakukan 

oleh seorang lelaki dengan seorang wanita, padahal tidak terjadi akad 

diantara mereka, baik akad yang sah maupun fasid. Akan tetapi, 

keduanya melakukannya dengan keyakinan bahwa perbuatan mereka 

itu sah, lalu kemudian diketahui sebaliknya. Termasuk dalam bagian 

ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk 

atau dalam keadaan tidur. 
39

 Selain akibat dari ketiga hal di atas, 

penentuan hubungan nasab dapat ditetapkan dengan adanya iqrar. Iqrar 

atau pengakuan nasab berbeda dengan adopsi, karena pengakuan nasab 

bukanlah menumbuhkan atau membuat nasab baru (adopsi), melainkan 

cara untuk menentukan dan menjelaskan nasab seseorang. Dalam 

sistem adopsi dibenarkan kelegalannya meskipun anak yang diadopsi 

                                                             
38

 Wahbah al-Zuh`aily, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu, Juz. 10, hal. 7263. 
39

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, hal 433. 



20 

 

 
 

mempunyai nasab yang jelas, sedangkan pengakuan nasab tidak bisa 

dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai nasab yang 

jelas. 
40

  

Iqrar nasab tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus disertai 

dengan pengajuan terhadap hakim. Dalam melakukan iqrar nasab, terdapat 

beberapa syarat yang harus ditepati sebagaimana berikut
41

:  

a. Anak tidak jelas nasabnya atau tidak diketahui ayahnya. Orang yang 

tidak diketahui nasabnya menurut Ḥanafiyyah adalah orang yang tidak 

tahu ia punya ayah di tempat kelahirannya. Namun para ulama 

mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah li'an 

b. Pengakuan harus rasional. Artinya orang yang diaku sebagai garis 

nasabnya itu masuk akal. Misalnya, ada seorang yang berusia 20 tahun 

mengakui anak yang berusia 10 tahun sebagai putranya, pengakuan ini 

menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima karena seorang anak tidak bisa 

dilahirkan dari seorang yang belum baligh, dan usia baligh menurut 

mereka adalah 12 tahun. Demikian juga jika terjadi perebutan nasab 

diantara dua orang maka nasab tidak bisa ditentukan, karena ada dua 

ikrar yang saling bertentangan.  

c. Pengakuan laki-laki itu dibenarkan oleh anak yang diakui dan telah 

baligh serta berakal sehat (menurut jumhur ulama) atau telah 

mumayyiz (menurut Mażhab Hanafi). Akan tetapi, syarat ini tidak 

diterima Ulama Mażhab Maliki, karena menurut mereka, nasab 
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 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu, Juz. 10, hal. 7265. 
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merupakan hak anak terhadap ayah. Jadi cukup hanya pengakuan 

ayahnya saja.  

d. Pengakuan ini tidak atas orang lain. Kalau pengakuan ini dari istri 

untuk suami, maka disyaratkan suami menyetujuinya.  

Pengakuan menjadi batal bila lelaki yang mengaku nasab anak 

tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan 

perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak. 

Dalam hal iqrar ini, Hanafiyah menyaratkan bahwa si anak masih 

hidup. 

2. Pengertian Anak Zina  

Agama Islam  mengajarkan  kepada pemeluknya supaya 

melaksanakan mu‟amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh syara‟. Islam 

menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui 

sanak kerabat, tetangga. Dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin 

gelap) dan setiap anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya. 
42

 

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” 

dan “frase luar nikah”. Anak sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Di samping itu, anak 

juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.
43
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 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990)  

, hlm.137. 
43

 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 
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 Menurut Jamalluddin bin Hashim dan Basri bin Ibrahim, anak zina 

atau dalam istilah bahasa Arab dikenali sebagai walad al-zina ialah anak 

yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah di sisi hukum syarak dan 

anak tersebut bukan anak yang hasil daripada perhubungan yang syubhah.
44

 

Fatchur Rahman mendefinisikan anak hasil luar nikah adalah anak yang 

dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut syari‟ah.
45

 Pendapat 

serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Rofiq bahwa anak hasil luar nikah 

adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.
46

 

3. Kriteria Anak Zina  

Dalam Azizah Mohamad terdapat beberapa kategori seorang anak 

itu dikatakan sebagai anak zina, antaranya ialah:  

a. Anak Zina: Anak zina merujuk kepada anak yang dilahirkan hasil dari  

perzinahan bukan dari perkawinan yang sah dan bukan dari pada 

perkawinan yang syubhat. 

b. Anak li‟an: Anak li‟an merujuk kepada anak  yang dinafikan nasabnya 

oleh bapakknya melalui proses li‟an.  

c. Anak hasil dari perkosaan (jenayah pemerkosaan): Anak yang 

dilahirkan oleh ibu yang diperkosa atau diperkosa dan menyebabkan 

melakukanya berlakunya kehamilan.  

                                                             
44

 Basri Bin Ibrahim, Mashitoh Binti Mohamad Hashim, Anak Zina Menurut Hukum 

Syarak dan Undang-Undang Sivil, (Selangor, Al-Hidayah House, 2015), hlm. 5. 
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 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet. Ke-10, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1981), hlm.  
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d. Anak yang terhasil dari pada perkawinan yang tidak sah dan bukan 

persetubuhan syubhat.  

e. Anak yang terhasil dari dua benih lelaki dan perempuan yang bukan 

suami istri melalui teknologi modern seperti bayi tabung uji dan 

sebagainya.  

  Mengikut Mahmud shaltut dan Abdul Karim Zaydan, hukum 

syarak membenarkan pencantuman benih yang diambil dari pada pasangan 

suami istri yang sah, ia dibolehkan serta mendapat sah tarafnya. Namun 

pencantuman dua benih lelaki dan perempuan yang bukan suami istri 

merupakan suatu kesalahan pidana dan berdosa besar serta boleh 

disamakan dengan zina.  Justru itu, anak-anak yang dilahirkan melalui cara 

ini boleh dikategorikan sebagai anak zina.
47

  

4. Dampak Lahirnya Anak Zina  

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab 

timbulnya hubungan nasab dengan anak dengan ayah. Sehingga anak zina 

tidak boleh dihubungkan nasabnya ayahnya, meskipun secara biologis 

berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya.
 48

 

 Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan 

dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya, 

alasan adalah tindakan Rasulullah SAW. Yang menghubungkan nasab anak 

dengan ibunya yang telah di li’an oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, 
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sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun haram tetap 

sebagai sebab timbulnya nasab.
49

 

Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa anak zina 

boleh dinasabkan kepada penzina sekiranya dia menikah dengan wanita 

tersebut ketika dia hamil. Ibnu Abbas juga menyatakan pendapat ini. 

Sekiranya dia (penzina) tidak menikah dengan wanita itu sehingga lahir 

anak itu atau wanita itu hamil bukan dari benih laki itu maka anak itu 

disandarkan kepada ibunya
 
. 

a. Dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 32: 

                         

 “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al Isra: 32).
50

 

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, “Firman Allah SWT yang 

berbunyi: “Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan 

keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi” menjadi dalil 

bahwa inti dari perbuatan zina adalah keji dan tidak bisa diterima akal. 

Dan, hukuman zina dikaitkan dengan sifat kekejiaannya itu”. 

Kemudian ia menambahkan, “Oleh karena itu, Allah berfirman: “Dan 

janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu 

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. 
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                        

                               

            

 “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta 
Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 

berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia 

mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab 

untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam 

keadaan terhina”. (QS. Al-Furqan: 68 – 69).
51

 

 

b. Hadist Rasulullah SAW, antara lain: 

َ ا اللنهح  رَضس َ  عَائسشَاَ  عَنب  بِ  أَ دنَ ا عَيَدب تََ مَ  قاَلَ  زبنح  وَعَ بدح  وَقنا    أَبيس  زبنح  سَعبدح  اخب
عَاَ   عَ سدَ  وَقنا    أَبيس  زبنس  عحتبَ اَ  أَخس  ازبنح  اللنهس  رَسحولَ  ياَ هَذَا سَعبدٍ  تدَاَالَ  غحلََم   فس  زَبْ
عَاَ  زبنح  عَ بدح  وَقاَلَ  شََ  سهس  إستَ  ا بظحرب  ازدبيَحهح  أَ نهح  إسلَن   لسدَ وح  اللنهس  رَسحولَ  ياَ أَخس  هَذَا زَبْ
 شََ  سهس  إستَ  وَسَلنمَ  عَلَيبهس  اللنهح  صَلنم اللنهس  رَسحولح  تدَيََظرََ  وَلسيدَلسهس  سْنب  أَبيس  تسراَشس  عَلَم
عَاَ  زبنَ  عَ بدح  ياَ لَدَ  هحوَ  تدَاَالَ  زسعحتبَ اَ  زدَيد يًَا شَ دًَ ا تدَرأََن  وَلسلبعَاهسرس  لسلبفسراَشس  البوَلَدح  زَبْ
جَرح  سَ  الحبَ تَجس ََ ح  ياَ يَبهح سْ  وَاحب َِ  سَوب عَاَ  زسيَب بِ  زَبْ ََ َ  يدَرَ  تدَلَمب  قاَلَ    قَطْ  سَوب
 ال خارن رواه

Dari „Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa‟d ibn Abi Waqqash dan 

Abd ibn Zam‟ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa‟d berkata: 

Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya „Utbah ibn Abi 

Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, 

lihatlah kemiripannya. „Abd ibn Zum‟ah juga berkata: “Anak ini 

saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasy) 

ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut 

dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan „Utbah, lalu Rasul 

bersabda: “Anak ini saudaramu wahai „Abd ibn Zum‟ah.  Anak itu 

adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan 

(firasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah 
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darinya wahai Saudah Binti Zam‟ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah 

melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
52

 

 

Firasy adalah ranjang dan di sini maksudnya adalah si istri yang 

pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, 

keduanya dinamakan firasy karena si suami atau si tuan menggaulinya atau 

tidur bersamanya. Sedangkan makna hadits tersebut yakni anak itu 

dinasabkan kepada pemilik firasy. Namun karena si pezina itu bukan suami 

maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya dan dia hanya mendapatkan 

kekecewaan dan penyesalan saja. 

Setiap anak pada dasarnya, baik lahir dalam perkawinan maupun 

diluar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang 

bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa 

dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orang tuanya yang 

melakukan perzinahan. Julukan yang sudah terlanjur melekat pada diri anak 

yang sejak dahulu. Tidak begitu jelas julukan ini pertama kali muncul 

didunia ini, tetapi yang jelas apapun namanya julukan dan predikat anak 

zina secara hukum tetap sebagai anak yang bersih dan suci. 

Walaupun demikian islam memiliki aturan tentang anak zina bahwa 

tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak 

akan menerima hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari pewarisnya, 

bukan sebagai hukuman atas anak yang tak berdosa akan tetapi sebagai 

hukuman bagi kedua orang tuanya khususnya ayah biologisnya. Hal ini 

                                                             
52
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dimaksudkan sebagai konsekuensi dari perbuatan zina yang pernah 

dilakukan. 

Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar 

perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah 

tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, bisa disebut dengan anak zina 

atau anak diluar perkawinan dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan 

ibunya.
53

 

Adapun anak yang dapat dianggap tidak sah atau juga disebut 

dengan anak luar nikah: 

a. Anak zina, adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki- laki 

dengan perempuan tanpa nikah yang benerkan oleh syara‟. 

b. Anak li‟an atau anak Mula‟anah, adalah anak yang dilahirkan dari 

seorang ibu yang dituduh zina oleh suaminya, dan anak yang dilahirkan 

itu tidak diakui bahkan dinyatakan bahwa anak yang lahir itu sebagai 

hasil perbuatan zina. 

5. Perlindungan hukum anak zina 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuia harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.
54

 Sebagai bentuk tanggung jawab Negara, maka perlindungan 
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hak-hak anak secara menyeluruh terhadap hak-hak anak, Negara, 

pemerintah, masyarakat, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
55

 

Philipus M. Hadjon menjelaskan Ada dua sarana perlindungan 

hukum antara lain:
56

 

a. Sarana perlindungan hukum prefentif 

Di indonesia sarana perlindungan hukum prefentif ini belum ada 

pengaturan khususnya. Perlindungan hukum prefentif ini adalah 

perlindungan terhadap subyek hukum yang diberikan hak kebebasan 

untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan 

pemerintah, perlindungan hukum prefentif ini juga bertujuan untuk 

pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan 

dikarenakan dasarnya adalah kebebasan bertindak untuk mengambil 

keputusan sendiri (diskresi) agar tidak terjadi pertikaian. 

b. Sarana perlindungan hukum represif 

Sistem perlindungan hukum di indonesia yang ditangani oleh 

pengadilan umum dan pengadilan administrasi masuk kedalam 

perlindungan hukum represif ini. yang menjadi sumber dari prinsip 

perlindungan hukum ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia. Sedangkan prinsip yang mendasari tindakan 
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pemerintah adalah prinsip negara hukum karena perlindungan dan 

pengakuan terkait hak asasi manusia itu terdapat ditujuan negara 

hukum. 

Adanya hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat 

penting dimana hukum selalu berkesinambungan dengan tindakan 

manusia. Hukum harusnya memiliki kontruksi yang kokoh yang 

terbentuk dari nilai moral yang bisa memberikan jaminan kepada 

masyarakat. 

Dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu 

melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah) jika anak 

tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.
57

 

 Kemudian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak diluar Nikah menyatakan bahwa 

anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 

Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian 

luas (anak tidak sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian 

Hukum perdata barat dipengaruhi oleh asas monogamy secara mutlak 

yang dianut oleh KUH Perdata, dimana pada waktu yang sama seorang 
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laki- laki hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan 

dan seorang perempuan hanya boleh terikat dengan seorang laki-laki 

saja, prinsip tersebut berbeda dengan prinsip poligami terbatas yang 

dianut oleh Hukum islam dimana dalam suatu keadaan tertentu di 

waktu yang sama seorang laki-laki boleh untuk terikat dengan satu, dua, 

tiga dan empat orang perempuan.
58

 

 

C. Penelitian Terdahulu 

Dari uraian latar belakang, maka guna mendukung analisis lebih 

komprehensif, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka dengan 

menggunakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang masih memiliki 

keterkaitan dengan penelitian kali ini, sebagai bahan perbandingan dan orisinalitas 

penelitian. 

1. Skripsi dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Hasil 

Zina Pesrspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Oleh Moh. Wahyu Al 

Waris Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah tahun 2022. Membahas mengenai 

bagaimana  perlindungan hukum hak-hak terhadap anak hasil zina. Menurut 

hukum positif anak hasil zina disini juga mempunyai hak perlindungan 

hukum yang sama seperti anak pada umumnya setelah adanya putusan MK 

NO. 46/PUU-VII/2010, seperti hak hidup tumbuh dan berkembang, hak 

pemeliharaan dan hak waris, juga mempunyai hubungan keperdataan 

dengan bapak biologisnya dari pengakuan dan pembuktian yang dibenarkan 
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oleh aturan hukum yang berlaku, maka dari itu anak hasil zina memiliki hak 

perlindungan yang harus dilindungi oleh hukum dan negara, 3) Negara 

sudah berupaya membuat berbagai aturan yang dapat menjamin hak anak di 

negara Indonesia dengan membentuk Lembaga Lembaga yang menaungi 

terkait perlindungan anak seperti KPPPA, KPAI Komnas PA, namun dalam 

peranan nya memang belum secara maksimal menangani kasus terkait 

pemenuhan hak-hak anak. Oleh sebab itu, maka tidak jarang wanita yang 

hamil akibat perzinahan ini tidak mampu berpikir jernih seperti keinginan 

mengakhiri hidup akibat merasa menjadi aib keluarga, melakukan aborsi 

dan lain lain. Untuk menyelesaikan masalah diatas, penyusun melakukan 

penelitian pustaka (library research), dengan pendekatan normatif, yuridis 

dan sosiologis. 

Hasil penelitian ini, kedudukan anak hasil zina tidak mempunyai hubungan 

nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan 

kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, 

waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya.  

2. Skripsi dengan Judul Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlindungan 

Hukumnya Menurut Fatwa MUI Dan Hukum Positif Oleh Auliya Nur 

Alifah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‟ah Dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.  Membahas mengenai 

bagaimana status hukum Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam 

istilah hukum disebut anak diluar nikah. Mereka hanya memiliki hak 
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keperdataan dari ibunya dan keluarga ibunya, serta cenderung mendapat 

perlakuan yang diskriminatif.  

Keadaan ini diubah dengan keluarnya putusan MK No.46/PUUVIII/2010 

yang menyatakan anak di luar perkawinan juga memiliki hubungan 

keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, namun muncul 

berbagai komentar dan kontroversi terhadap putusan putusan MK tersebut 

bahkan MUI mengeluarkan Fatwa No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan 

Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya yang menyatakan anak luar 

perkawinan (anak hasil zina) tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, 

waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak 

hasil zina menurut fatwa MUI dan Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut 

Hukum Positif. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan anak hasil 

zina menurut fatwa MUI dan Hukum Positif. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Sifat 

penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data sekunder, 

meliputi bahan hukum primer yaitu fatwa MUI dan Hukum Positif. Hasil 

penelitian ini, kedudukan anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, 

wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan 

kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, 

waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak 

menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang 

mengakibatkan kelahirannya, dengan menjatuhkan hukuman lelaki pezina 
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yang mengakibatkan lahirnya anak. Hukuman sebagaimana bertujuan 

melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak 

tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. 

3. Skripsi dengan Judul Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum 

Islam Dan Hukum Positif Oleh Susanti Randa Program Studi Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syari‟ah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Palopo 2018.  Membahas mengenai Bagaimana Rumusan masalah yang 

diangkat dalam skripsi ini adalah; 1) Bagaimana status anak luar nikah 

dalam hukum Islam ? 2) Bagaimana status anak luar nikah dalam hukum 

Positif?. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui status anak luar 

nikah dalam hukum Islam, 2) Mengetahui status anak luar nikah dalam 

hukum Positif. 

Dalam penelitian, peneliti menggunakan desain deskriptif kualitatif. Yaitu, 

memaparkan dalam bentuk uraian. Penulis menggunakan pendekatan 

teologis, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis dalam 

mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

dengan metode library research. Teknik Pengolahan dan Analisis data yaitu 

secara deduktif, induktif dan komparatif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Status anak luar nikah dalam 

hukum Islam yaitu anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, 

melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada 

kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis 

adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, 



34 

 

 
 

bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena 

hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan. Serta 

ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar 

nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, 

maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya. 2) Status anak luar 

nikah dalam hukum positif yaitu anak luar nikah tidak memiliki hubungan 

keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki 

yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya. 

Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang 

melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang 

menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah 

mengakuinya. Dan Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah 

yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya 

dan diikuti oleh pernikahan mereka. 

Diharapkan adanya penyuluhan-penyuluhan tentang status anak luar nikah 

seperti memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak ada istilah 

anak haram atau anak zina melainkan anak luar nikah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Islam normatif, yang 

juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini merupakan penelitian 

berbasis studi kepustakaan atau analisis dokumen, di mana fokus utamanya adalah 

pada peraturan-peraturan tertulis atau sumber-sumber hukum yang ada. .  

Penelitian hukum normatif juga dilakukan dengan meneliti dan menganalisis 

hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, serta teori hukum, termasuk 

literatur hukum lainnya, guna memberikan jawaban terhadap permasalahan 

hukum yang sedang dikaji. 

Untuk membantu dan mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka 

diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab 

metode ini berfungsi guna mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil optimal. 

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

Jenis penelitian ini yakni metode penelitian kepustakaan, Metode 

penelitian kepustakaan ialah suatu penelitian yang tak terlepas dengan kegiatan 

analisis teks maupun wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik ia berbentuk 

perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat 

(menemukan asal-usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
59

 Metode 
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ini di gunakan untuk menelaah naskah, buku-buku yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan. 

Penelitian ini merupakan studi eksploratif yang yang mengkombinasikan 

normatif, juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian 

perpustakaan. Hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari 

sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan di pakai manakala 

kita belum mengetahui secara persis dan specific mengenai objek penelitian kita. 

Penelitian menggunakan penelitian eksploratif ini secara kualitatif, serta di 

lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data skunder.
60

 

 

B. Sumber Data 

Untuk mendukung data dalam penelitian ini, sumber data diperoleh 

melalui penelitian kepustakaan (library research) yang melibatkan pengumpulan 

data dari sumber data primer dan sekunder. 

1. Sumber data primer, adalah materi yang memiliki otoritas atau bersifat 

otoritatif.
61

 Sumber primer juga dikenal sebagai data utama yang 

digunakan dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, 

sumber data primer atau utama yang digunakan adalah keputusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang penasaban anak hasil Zina. 

2. Sumber data sekunder, adalah bahan yang membantu memperkuat 

referensi ilmiah dalam penelitian. Data sekunder bisa berupa dokumen 

tidak resmi yang tetap relevan dengan fokus penelitian, seperti buku, 
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penelitian serupa, jurnal ilmiah, dan lainnya. Dalam penelitian ini, 

sumber data sekunder mencakup buku, penelitian, dan karya ilmiah 

yang relevan dengan judul yang dibahas dan dianalisis oleh peneliti..
62

  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah study 

dokumenter, yaitu penelitian yang menggunakan sumber berupa naskah-naskah 

asli yang telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan berupa buku, skripsi, 

artikel, KHI, jurnal baik hard copy atau pun internet yang berkaitan dengan 

penelitian penulis. Setelah data- data sudah terkumpul baru kemudian diolah yang 

diawali dengan klarifikasi data, kemusian analisis secara deskriptif dan 

selanjutnya digeneralisir menjadi kesimpulan. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Setelah informasi terkumpul dan diolah, pengarang menganalisa informasi 

ini menggunakan deskriptif analitik, atas memakai pola pikir deduktif ialah 

menggambarkan filosofi atau ajaran akan berprilaku biasa mengenai proteksi 

hukum dan hak nasab anak zina dalam putusan mk 46/PUU-VIII/2010. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi, peneliti membuat 

sistematika pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu 

penulis menyusun lima bab. Yaitu sebagai berikut: 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, 

Batasan  Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Landasan teori. Bab ini membahas tentang landasan teori yang 

berkaitan mengenai Perkawinan menurut Islam, Dasar Hukum 

Perkawinan, Rukun Dan Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, 

Pengertian Nasab dan Dasar Hukum Nasab, Faktor Penyebab 

Terjadinya Nasab, Pengertian Anak Zina, Kriteria Anak Zina, 

Dampak Lahirnya Anak Zina, Perlindungan Hukum Anak Zina, 

Penelitian Terdahulu. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini penulis akan uraikan tentang jenis penelitian, sumber 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini memaparkan analisis data, berisi tentang Bagaimana dasar 

pertimbangan hukum hakim pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan 

MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 

putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan permohonan 

yang diajukan oleh pemohon yaitu mengenai pencatatan perkawinan 

yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Pekawinan Pasal 2 ayat (2) dan tentang status anak di luar perkawinan 
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dalam Pasal 43 ayat (1). Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 

Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang dengan undang-

undang, maka dasar-dasar hukum yang digunakan bersumber pada 

Undang-Undang Dasar 1945. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada 

beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang 

mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan 

kesimpulan akhir.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK No 46/PUU-

VIII/2010 dengan menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut: Pertama, 

mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatanperkawinantidak bertentangan 

dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), 8D ayat (1), 28I ayat (4) dan ayat 

(5), Pasal 28J ayat (2) dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Perkawinan Pasal 55. Kedua, Mengenai dasar hukum anak di luar perkawinan. 

Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa Undang-Undang Perkawinan Pasal 

43 ayat (1) inkonstitusional bersyarat yakni inkonstitusional apabila ayat 

tersebut dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki sebagai ayah 

biologisnya. Selain itu, Para hakim Mahkamah Konstitusi juga menggunakan 

pertimbangan sebagai berikut: Pertama, anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Mahkamah 

Konstitusi menganggap bahwa anak berhak mendapat perlindungan dan 

kepastian hukum karena anak seringkali mendapatkan deskriminasi di 

masyarakat meskipun pada dasarnya anak tidak berdosa atas kelahiran di luar 

perkawinan. Kedua, anak merupakan hasil dari hubungan antara laki-laki dan 

perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa tidak adil jika 

yang menanggung beban hanya perempuan sebagai ibunya dan 

menghilangkan tanggung jawab laki-laki sebagai ayah biologisnya. Ketiga, 
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seiring berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan 

dan teknologi, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi mampu membuktikan apabila laki-laki tertentu 

sebagai ayah biologis dari anak di luar perkawinan. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim 

dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 menyatakan, bahwa dasar-dasar 

hukum dan pertimbangan hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum 

Islam. Putusan tersebut sejalan dengan konsep maqâṣid syarî’ah yaitu ḥifẓ-

nasl (memelihara keturunan) dan ḥifẓ an-nafs (memelihara jiwa). 

3. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap ketentuandalam 

Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum keluarga Islam di Indonesia. 

Implikasi yang terjadi yaitu anak di luar perkawinan mendapat hak-hak yang 

sama dengan anak sah. Hak-hak itu mencakup hak untuk bernasab kepada 

ayah biologisnya, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mewarisi dan 

hak untuk mendapatkan perwalian. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, 

maka penulis perlu memberi saran kepada pemerintah dengan menghukum  berat 

terhadap pelaku agar membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum 

melakukan menjadi takut untuk melakukannya, dan dengan memberikan 

kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak 

menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Kepada 

masyarakat diharapkan jangan mendiskriminasikan anak hasil zina dengan anak 
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lainnya. Diharapkan dengan menjauhi segala sesuatu yang dapat menyebabkan 

terjadinya zina karena zina itu merupakan salah satu dosa yang besar yang dibenci 

oleh Allah SWT. 

Demikianlah hasil skripsi yang saya bahas, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua. 
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